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MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
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ROKOK BAGI KESEHATAN?
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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk
pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa
rokok dan bagaimana sanksi pidana denda bagi
pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa
rokok. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1.
Pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa
rokok, terjadi apabila merokok pada tempat
seperti: fasilitas pelayanan kesehatan; tempat
proses belajar mengajar; tempat anak
bermain; tempat ibadah; angkutan umum;
tempat kerja; dan tempat umum dan tempat
lain yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa
rokok. 2. Sanksi pidana denda atas
pelanggaran kawasan tanpa rokok dapat
dikenakan bagi setiap orang yang dengan
sengaja melanggar kawasan tanpa rokok.
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang
merokok apabila terbukti membiarkan orang
merokok di kawasan dilarang merokok, dapat
dikenakan  sanksi  administrasi  berupa:
peringatan tertulis; penghentian sementara
kegiatan atau usaha; pencabutan izin.

Kata kunci: Larangan, kawasan tanpa rokok,
kesehatan

PENDAHULUAN
A. Latara Belakang

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang
bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya
kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh
karena dalam rokok terdapat kurang lebih
4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin
yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat
karsinogenik, yang dapat mengakibatkan
berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit
jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema,
bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.
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Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, I.
Umum, menjelaskan, bahwa pembangunan
kesehatan  sebagai salah satu upaya
pembangunan nasional diarahkan guna
tercapainya kesadaran, kemauan dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap
penduduk, agar dapat mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang optimal bagi
masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai
upaya kesehatan dimana salah satu upaya
dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang
diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.?

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
penulis memilih judul skripsi “ Larangan  Di
Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran

atas larangan di kawasan tanpa rokok ?

2. Bagaimanakah sanksi pidana denda bagi
pelanggaran atas larangan di kawasan tanpa
rokok ?

C. Metode Penelitian

Metode  penelitian  hukum  normatif
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini melalui
pengumpulan bahan-bahan hukum dengan
melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan
hukum primer vyang diperlukan seperti
peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan
hukum sekunder seperti literatur-literatur dan
karya-karya ilmiah hukum digunakan untuk
melengkapi bahan-bahan hukum primer dan
untuk menjelaskan mengenai istilah dan
pengertian-pengertian yang diperlukan dalam
penulisan ini digunakan bahan-bahan hukum
tersier, seperti kamus-kamus hukum.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-bentuk Pelanggaran di Kawasan
Tanpa Rokok

3 Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan. I. Umum.
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Dasar  pertimbangan  diberlakukannya,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan, sebagaimana dinyatakan
pada bagian “Menimbang”: (a): bahwa rokok
merupakan salah satu zat adiktif yang bila
digunakan  mengakibatkan  bahaya bagi
kesehatan individu dan masyarakat, oleh
karena itu perlu dilakukan berbagai upaya
pengamanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan, mengatur mengenai
Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 22: Tempat umum,
sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat
yang secara spesifik sebagai tempat proses
belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat
ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai
kawasan tanpa rokok. Pasal 23: Pimpinan atau
penanggungjawab tempat umum dan tempat
kerja yang menyediakan tempat khusus untuk
merokok harus menyediakan alat penghisap
udara sehingga tidak mengganggu kesehatan
bagi yang tidak merokok. Pasal 24: Dalam
angkutan umum dapat disediakan tempat
khusus untuk merokok dengan ketentuan :

a. Lokasi tempat khusus untuk merokok
terpisah  secara fisik/tidak bercampur
dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan
umum yang sama;

b. Dalam tempat khusus untuk merokok harus
dilengkapi alat penghisap wudara atau
memiliki sistem sirkulasi udara yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggung jawab di bidang
perhubungan.

Pasal 25: Pemerintah Daerah wajib
mewujudkan kawasan tanpa rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, di
wilayahnya.

B. Sanksi Pidana Denda Tehadap
Pelanggaran Larangan Kawasan Tanpa
Rokok
Di antara para sarjana hukum diutarakan

bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai

berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai
melakukan kejahatan baik secara menakut-
nakuti orang banyak (generale prevention)
maupun secara menakut-nakuti orang

tertentu yang sudah menjalankan kejahatan

agar di kemudian hari tidak melakukan

kejahatan lagi (special preventive).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-
orang vyang sudah menandakan suka
melakukan kejahatan agar menjadi orang
yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat
bagi masyarakat.*

Kejahatan adalah rechtsdelicten, vyaitu
perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak
ditentukan dalam undang-undang, sebagai
perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai
onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan
dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya
adalah wetsdelicten, yaitu perbuatan-
perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru
dapat diketahui setelah ada wet vyang
menentukan demikian.®

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan
pada Pasal 199 ayat:

(1) Setiap orang vyang dengan sengaja
memproduksi atau memasukkan rokok ke
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan tidak mencantumkan
peringatan kesehatan berbentuk gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
dipidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan dendan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Setiap orang vyang dengan sengaja
melanggar  kawasan  tanpa rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
dipidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Larangan (verbod) ialah suatu kondisi yang
mengatur larangan untuk dilakukan atau
dilanggar, bila tetap melakukan akan dikenakan
sanksi dan sebaliknya jika tidak dilakukan
pelanggaran maka ia tidak bisa dikenakan
sanksi, seperti larangan untuk melakukan
pencurian, larangan melewati suatu jalan,
apabila larangan itu dilanggar pelakunya baru
bisa dikenakan sanksi.®

4 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di
Indonesia, PT, Refika Aditama, Cetakan Keempat,
Bandung, 2009, hal. 19-20.

5 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 2009, hal. 78.

6Mudakir Iskandar Syah, Tuntutan Pidana dan Perdata
Malpraktik, Permata Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta,
2011, hal. 21.

102



Peraturan Bersama Menteri Kesehatan

Dan Menteri Dalam Negeri Nomor

188/Menkes/Pb/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa

Rokok, Pasal 6 ayat:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di
provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan
peraturan daerah provinsi dan peraturan
daerah kabupaten/kota.

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pengaturan tentang KTR;

b. peran serta masyarakat;

c. pembentukan satuan tugas penegak

KTR;

d. larangan dan kewajiban; dan

e. sanksi.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dikenakan sanksi kepada:

a. orang perorangan berupa sanksi tindak
pidana ringan; dan

b. badan hukum atau badan usaha

dikenakan sanksi administratif dan/atau
denda.

Pidana denda merupakan bentuk pidana
tertua. Pidana ini terdapat pada setiap
masyarakat termasuk pada masyarakat adat.
Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda
yang dikenakan pada orang yang membuat
kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya
keseimbangan masyarakat adat tersebut. pada
saat sekaran pidana denda dijathukan terhadap
tidak pidana ringan beruba pelanggaran atau
kejahatan ringan. Pidana denda merupakan
pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul
oleh orang lain selain terpidana. Walaupun
denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi
tidak ada larangan jika denda itu secara
sukarela dibayar oleh orang lain atas nama
terpidana. Hasil penaghian denda diperunkkan
bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu
dibuat oleh pemerintah daera begitu pula biaya
untuk pidana kurungan penggati di tanggung
oleh negara walaupun peraturan pidanan itu
dibuat oleh pemerintah daerah pula.’

Pada zaman modern ini, pidana denda
dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa
pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh
karena itu pula, pidana denda merupakan satu-
satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang

7 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Ed. 2. Cet. 1. Sinar
Grafika, Jakarta, 2007, hal. 58
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lain selain terpidana. Walaupun denda
dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak
ada larangan jika denda itu secara sukarela
dibayar oleh orang atas nama terpidana.®
Pidana denda mempunyai sifat perdata,
mirip dengan pembayaran yang diharuskan
dalam perkara perdata terhadap orang yang
melakukan perbuatan yang merugikan orang
lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara
pidana dibayarkan kepada negara atau
masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata
kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi
pula denda dalam perkara pidana dapat diganti
dengan pidana kurungan jika tidak dibayar.
Selain dari itu denda tidaklah diperhitungkan
sesuai dengan jumlah  kerugian yang
ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana
dalam perkara perdata. Pidana denda tetap
dijatuhkan walaupun terpidana telah
membayar ganti kerugian secara perdata
kepada korban. Inilah yang banyak disalah
mengerti orang awam terutama dalam
pelanggaran lalu-lintas. Sering dipikir jika telah
dibayar ganti rugi kepada korban (kadang-
kadang dengan perantaraan polisi), tuntutan
pidana telah terhapus. Sedang sebenarnya
tidak demikian halnya. Tuntutan pidana tetap
dapat dilakukan oleh jaksa, paling-paling hanya
akan meringankan pidana yang dijatuhkan oleh
hakim. Dalam praktek, dirasakan banyaknya
perkara demikian yang mengendap, artinya
selesai di tempat, tanpa diteruskan ke
kejaksaan, karena kedua pihak telah berdamai.’
Denda pun kadang-kadang dijatuhkan dalam
perkara adminsitrasi dan fiscal, misalnya denda
terhadap penyelundupan atau penunggak
pajak. Bahkan di Indonesia banyak instansi yang
menjatuhkan denda  administrasi  secara
sepihak, misalnya denda terhadap mereka yang
terlambat mengganti tanda nomor kendaraan
(STNK) terlambat membayar iuran televisi,
terlambat  mengganti  kartu  penduduk,
medirikan bangunan sebelum izin keluar dan
lain-lain. Yang menarik perhatian ialah dalam
menjatuhkan denda adminsitrasi ini, pelanggar
sama sekali tidak diberi kesempatan membela
diri, berbeda dengan terdakwa yang

8 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2008, hal. 198-199.
9 Ibid, hal. 199.
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mempunyai  seperangkat  hak-hak yang

ditentukan dalam KUHAP.%°

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 201
ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal
191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal
198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan
oleh korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190
ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,
Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal
200.

(2) Selain pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1
angka 13: “Korporasi adalah kumpulan
terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan,
baik merupakan badan hukum maupun bukan”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1
angka 21: Korporasi adalah kumpulan
terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan,
baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon).
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”,
maka  korporasi sebagai kata  benda
(substantium), berasal dari kata kerja
“corporare” yang banyak dipakai orang pada
abad pertengahan sesudah itu. “corporare” itu
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti
memberikan badan atau membadankan.
Dengan demikian, “corpoatio” adalah hasil dari
pekerjaan yang membadankan atau dengan
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan
yang diperoleh dengan perbuatan manusia

10 Ibid.

sebagai lawan terhadap badan manusia yang
terjadi menurut alam.!

Korporasi merupakan istilah yang biasa
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata,
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa
Inggris disebut legal atau corporation. Arti
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas
pertanyaan apakah subjek hukum itu?
Pengertian subjek hukum pada pokoknya
adalah manusia dan segala sesuatu yang
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat
yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak
dan kewajiban. Pengertian inilah yang
dinamakan badan hukum.?

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan
bahwa korporasi definisikan sebagai:
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan
antara dua orang atau lebih, yang berjanji
untuk memasukkan sesuatu ke dalam
perseroan, itu dengan maksud supaya
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu
dibagi di antara mereka.®®

Dengan demikian dapat kita simpulkan
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.l*

Kejahatan korporasi merupakan ancaman
yang siginifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat  meningkat  kehadiran dari
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan
mereka pada kelompok yang lebih luas yang
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi

11 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik
Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hal. 11.

12 Ibjd.

13 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1.
Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 89.

14 Ipid.
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bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh

korporasi besar.?

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan
akan pertanggungjawaban korporasi (corporate
liability) di bidang hukum pidana. Kejahatan
korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum
Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro,
ada dua hal yang harus diperhatikan dalam
menentukan tindak pidana korporasi, yaitu
sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang
harus dikonstruksikan sebagai perbuatan
korporasi dan kedua tentang kesalahan
pada korporasi. Menurutnya hal yang
pertama untuk dikonstruksikan perbuatan
pengurus adalah juga perbuatan korporasi
sehingga digunakanlah asas identifikasi.
Dengan asas tersebut, perbuatan pengurus
atau pegawai suatu korporasi,
diidentifikasikan (dipersamakan) dengan
perbuatan korporasi untuk sendiri;

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana
gambaran tentang pelaku tindak pidana
sering dikaitkan dengan perbuatan yang
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan
ajaran “pelaku fungsional” (functionele
dader). Setelah kita dapat membuktikan
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa)
mereka harus dianggap sebagai kesalahan
korporasi.t®
Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak

mengatur korporasi sebagai subjek hukum.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi

(corporate liability) tidak diatur dalam hukum

pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring

dengan kesadaran vyang semakin sering
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan
oleh atau atas nama korporasi, muncul
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks
sebagai subjek hukum yang mengatur
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering
merugikan dan mengancam sendi-sendi
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap

15 Ibid, hal. 89-90.
16 Jbid, hal. 90.
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harus dapat dipertanggungjawabkan

perbuatannya secara pidana.’

Korporasi banyak memberikan kontribusi
bagi perkembangan suatu negara, terutama di
bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak
jarang menciptakan dampak negatif dari
aktivitas seperti pencemaran lingkungan,
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh
dan penipuan. Oleh karenanya dampak
tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai
pengatur dan pengayom masyarakat harus
memberikan  perhatian dan  pengaturan
terhadap aktivitas korporasi tersebut.®

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 Tentang
Kawasan Dilarang Merokok BAB VIII, mengatur
mengenai Sanksi, Pasal 27 ayat:

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab
tempat yang ditetapkan sebagai kawasan
dilarang merokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan
orang merokok di kawasan dilarang
merokok, dapat dikenakan sanksi
administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan atau

usaha;

¢. pencabutan izin.

(2) Setiap orang yang terbukti merokok di
kawasan  dilarang  merokok,  dapat
dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pengendalian Pencemaran
Udara dan/atau sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, mengatur
mengenai Siaran |klan. Pasal 46 ayat:

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga
dan siaran iklan layanan masyarakat.

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan,
fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
dan Pasal 5.

(3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan
ajaran suatu agama, ideologi, pribadi
dan/atau kelompok, yang menyinggung
perasaan dan/atau merendahkan

17 1bid.
18Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op.Cit, hal.
17-18.
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martabat agama lain, ideologi lain,

pribadi lain, atau kelompok lain;

b. promosi minuman keras atau sejenisnya
dan bahan atau zat adiktif;

c. promosi rokok yang memperagakan
wujud rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan
kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai
agama; dan/atau

e. eksploitasi anak di bawah umur 18
(delapan belas) tahun.

Pasal 58: Dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk
penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);

d. melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dalam
Peraturan Pemerintah ini, iklan dan promosi
rokok hanya dapat dilakukan dengan
persyaratan  tertentu vyang  ditetapkan.
Ketentuan mengenai iklan tersebut juga harus
memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (3)
huruf ¢ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran. Peran masyarakat dalam
upaya pengamanan rokok bagi kesehatan perlu
ditingkatkan agar terbentuk kawasan tanpa
rokok di semua tempat/sarana. Pembinaan dan
pengawasan oleh Menteri Kesehatan atas
pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan
dilaksanakan dalam berbagai bidang melalui
pemberian  informasi, penyuluhan, dan
pengembangan kemampuan masyarakat untuk
berperilaku hidup sehat.?

PENUTUP
A. Kesimpulan

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

1. Pelanggaran atas larangan di kawasan
tanpa rokok, terjadi apabila merokok
pada tempat seperti: fasilitas pelayanan
kesehatan; tempat proses belajar
mengajar; tempat anak bermain; tempat
ibadah; angkutan umum; tempat kerja;
dan tempat umum dan tempat lain yang
ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

2. Sanksi pidana denda atas pelanggaran
kawasan tanpa rokok dapat dikenakan
bagi setiap orang yang dengan sengaja
melanggar kawasan tanpa  rokok.
Pimpinan dan/atau penanggung jawab
tempat yang ditetapkan sebagai kawasan
dilarang merokok apabila terbukti
membiarkan orang merokok di kawasan
dilarang merokok, dapat dikenakan
sanksi administrasi berupa: peringatan
tertulis; penghentian sementara kegiatan
atau usaha; pencabutan izin.

B. Saran

1. Di kawasan tanpa rokok Pemerintah
daerah wajib menetapkan kawasan
tanpa rokok di wilayahnya. Khusus bagi
tempat kerja, tempat umum, dan
tempat lainnya dapat disediakan
tempat  khusus untuk  merokok.
Perlunya peningkatan pengawasan oleh
pemerintah secara efektif dan apabila
dari hasil pengawasan terdapat atau
diduga terjadi pelanggaran atas
peraturan perundang-undangan, maka
diperlukan tindakan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku.

2. Sanksi pidana denda atas pelanggaran

kawasan tanpa rokok perlu
diberlakukan dengan secara maksimal
untuk mencegah terjadinya

pelanggaran atas larangan-larangan di
kawasan tanpa rokok. pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat
yang ditetapkan sebagai kawasan
dilarang merokok apabila terbukti
membiarkan  orang  merokok di
kawasan dilarang merokok, perlu
dikenakan sanksi administrasi.
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